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KAJIAN TEORI TENTANG TANGGUNGJAWAB RUMAH SAKIT ATAS

TINDAKAN HUMAN ERROR DALAM PEMBERIAN OBAT YANG

SALAH (TERTUKAR) KEPADA PASIEN

A. Tanggung Jawab Hukum

1.

Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).?® Dalam kamus
hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk
melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya?. Menurut hukum
tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang
tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam
melakukan suatu perbuatan.??

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut
juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak
dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim

mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut

30

Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, him. 576.
2Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005. him 4
2250ekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, him
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dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban
ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikansebagai
kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu
tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.?®

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi
seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan
kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya?.

2. Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab
seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan
hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan
perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi
jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan
bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan
perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk
melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.?®

Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang

23 Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana,
Medan 2008, him. 4

24 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2010, him 48

ZKomariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,
2001), him 12
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dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian
bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan
melawan hukum, yaitu sebagai berikut:2®
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur
kesengajaan maupun kelalaian)

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:%’

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan
kelalaian) sebagaimanapun terdapat dalam pasal 1365
KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang
karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut”.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian
sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu:
“setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk Kkerugian yang

disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

% Djojodirdjo,Moegni, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid)
untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), him. 53

2'www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses pada tanggal 29 Januari 2017
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c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat
dalam pasal 1367 KUHPerdata yaitu:

(1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatannya
sendiri, tetapi juga untuk kerugain yang disebabkan
karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang
yang berada dibawah pengawasannya;

(2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang
kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum
dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa
mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;

(3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat
orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan
mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian
yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-
bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan
untuk mana orang-orang ini dipakainya;

(4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang
bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan
oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama
waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan
mereka;

(5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika
orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala
tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat

mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya
bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata
melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti.
Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.
Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang
melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban

yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan
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atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan
wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan
melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang
bersumber pada hukum?,

3. Macam - Macam Tanggung Jawab
Macam-macam tanggung jawab adalah sebagai berikut:?®
a) Tanggung jawab dan individu:

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat
bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan
mereka. Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau
tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang
tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang
berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut
dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan bahwa®® “Semua bentuk
dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada
tanggungjawab individu”. Istilah tanggungjawab bersama umumnya
hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.
Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap
pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut

penanggungjawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan

28 Djojodirdjo, Moegni, Op.Cit, him. 55

29 Widiyono, Wewenang Dan Tanggung Jawab, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him. 27

%0 Friedrich august von hayek, Tanggung jawab individu, Pradya Paramitha, jakarta,
2001, him. 102
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mereka. Risiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya
atau pensiun dini. Sementara sisanya harus ditanggung si pembayar
pajak. Karena itulah para penganut liberal menekankan pada
subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin
ditentukan di kalangan rakyat yang notabene harus menanggung akibat
dari keputusan tersebut.
b) Tanggung jawab dan kebebasan
Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang
yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan
mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang
mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun
atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan
bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan
sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal
hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambilalih
tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang
mendelegasikan tanggungjawab dalam ukuran seperlunya kepada
masyarakat atau negara. Kebebasan berarti tanggungjawab; Itulah
sebabnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.
George Bernard Shaw mengatakan bahwa3!“Persaingan yang
merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin

terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang manusia baru akan

%1George Bernard Shaw, Persaingan Masyrakat, Rajawali Press, Jakarta, 1999, him. 90
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dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk
tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung
akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian.
Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis.
Secara resmi memang semua bertanggungjawab untuk segala
sesuatunya, tapi faktanya tak seorangpun bertanggungjawab. Akibatnya
masih kita alami sampai sekarang”.

Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut dengan istilah
tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih
tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari
penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas
muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan
dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Untuk mengimbangi  “tanggungjawab  sosial” tersebut
pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari Lembaga Federal
untuk pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan
uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan. Institusi yang terkait
ditentukan dengan keanggotaan paksaan. Karena itu institusi-institusi
tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi yang bersifat
sukarela. Orang yang terlibat dalam organisasi seperti ini adalah mereka

yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang
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lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai

ganti tanggungjawab.

Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi
juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap
orang lain. Secara tradisional keluarga adalah tempat dimana manusia
saling memberikan tanggung jawabnya. Si orang tua bertanggungjawab
kepada anaknya, anggota keluarga saling tanggungjawab. Anggota
keluarga saling membantu dalam keadaan susah, saling mengurus di
usia tua dan dalam keadaan sakit. Ini khususnya menyangkut manusia
yang karena berbagai alasan tidak mampu atau tidak mampu lagi
bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Ini terlepas
dari apakah kehidupan itu berbentuk perkawinan atau tidak.
Tanggungjawab terhadap orang lain seperti ini tentu saja dapat
diterapkan di luar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam.
Yang penting adalah prinsip sukarela pada kedua belah pihak.
Pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri tidak boleh
digantikan dengan perwalian.
Tanggung jawab dan resiko

Dalam masyarakat modern orang berhadapan dengan berbagai
risiko. Risiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan

penanganan medis yang sangat mahal. Atau membuat orang kehilangan
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pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk
mengamankan dari risiko tersebut, misalnya dengan asuransi. Untuk itu
tidak diperlukan organisasi pemerintah, melainkan hanya tindakan

setiap individu yang penuh tanggungjawab dan bijaksana.

4. Tanggung Jawab Rumah Sakit
Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek etika profesi,
aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.3?
Dan untuk jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit
terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah
sebagai berikut33:
a. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi;

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum
rumah sakit-pasien adalah menyangkut kebijakan—kebijakan
(policy) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat
adminsitrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu.®*
Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum adminstrasi
dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa
pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi

rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya

32H, Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga
Melakukan Medikal Malpraktek, CV. Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, him. 182.

3Ibid, him 199.

341bid, him. 200.



32

dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin
praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.

b. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata;

Dalam tanggung jawab hukum perdata, mengenai tanggung
jawab diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai siapa dan apa
saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tanggung jawab
hukum perdata ini membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu
yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain) harus membayar
ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat
meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

c. Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana;

Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana tanpa
kesalahan”®® Selanjutnya dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang
Hukum Pidanan disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan
suatu delik di Indonesia”. Perumusan Pasal ini menentukan bahwa
setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang

dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan itu, profesi tenaga

%Bahder Johan Nasution , Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta,
Jakarta, 2005, him. 73.
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kesehatan yang bekerja dirumah sakit juga tidak terlepas dari

ketentuan Pasal tersebut.

B. Rumah Sakit

1.

Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan tempat untuk menyediakan dan memberikan
pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.3®
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Rumah Sakit, rumah sakit adalah
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara peripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat
jalan dan gawat darurat. Menurut Soerjono dan Herkunto dijelaskan bahwa:
“Rumah sakit merupakan suatu unit pelayanan kesehatan yang memiliki
bagian-bagian emergency, pelayanan dan rehabilitasi. Dalam memberikan
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis (dokter), aspek-aspek
pelayanan kesehatan diberikan melalui diagnosis pengobatan perawatan dan
pendidikan kesehatan” .3

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
159b/MenKes/Per/11/1988 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa: “Rumah
sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan
pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga

kesehatan dan penelitian”. Selain itu, rumah sakit merupakan lembaga yang

3 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi ke-2

cetakan ke-3, him. 851.

37 Soerjono dan Herkunto, Pengantar Hukum Kesehatan, Remaja Karya, Bandung, 1987,

him. 131.
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padat modal, padat karya, padat pakar, padat teknologi, padat pula masalah
yang dihadapi. Menurut Rowland, rumah sakit adalah suatu sistem kesehatan
yang paling kompleks dan paling efektif di dunia.3®

Rumah sakit sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayaan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.°
Pada Pasal 2 Undang-Undang Rumah Sakit ditegaskan bahwa rumah sakit
diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai
kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan
antidiskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta
mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial rumah sakit ini merupakan bagian
dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit yang terikat ikatan
moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang
kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan
kesehatan.

Fungsi sosial yang dimaksud bahwa rumah sakit berupaya melakukan
pelayanan di bidang kesehatan yang merata sehingga dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Fungsi sosial

rumah sakit, pada umumnya melayani tanpa memandang segi apapun dari

% Aditama Chandra Yoga, Manejemen Administrasi Rumah Sakit, Ul Press, Jakarta,
2000, him. 30.

39 Soleh Iskandar, Pelayanan Kesehatan Dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Di
Rumah Sakit, Volume 4 Nomor 2, 2016, him. 3.
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pasien yang bersangkutan. Pasien mampu, pasien “abu-abu” (antara mampu
dan tidak mampu dalam ekonomi), dan pasien tidak mampu secara ekonomi
seharusnya dapat menerima pelayanan kesehatan yang menjadi hak mereka.*

Adapun tujuan penyelenggaraan rumah sakit dirumuskan dalam Pasal
3 Undang-Undang Rumah Sakit yang dinyatakan bahwa pengaturan
penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk mempermudah akses
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan
perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah
sakit dan sumber daya manusia dirumah sakit, meningkatkan mutu dan
mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dan memberikan kepastian
hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan
rumah sakit. Dengan demikian, pendirian rumah sakit mempunyai keberadaan
tujuan untuk melayani masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan.

2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Tugas rumah sakit rumusan yuridisnya dapat dilihat pada ketentuan 1
butir 1 Undang-Undang Rumah Sakit. Ketentuan ini mengandung pengertian
tentang rumah sakit dan memuat pula tugas rumah sakit adalah institusi
pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa rumah sakit bertugas untuk

memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Oleh karena

40 Margarita Veani Prajati, Tanggung Jawab Rumah Sakit Privat Di Bidang Pelayanan
Kesehatan, Universitas Atmajata Yogyakarta, Ypgyakarta, 2012, him. 9.
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itu, rumah sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau kepada masyarakat agar meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Rumah Sakit mempunyai fungsi yaitu:

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulian kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit;

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
keshatan yang paripurba tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan
medis;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya menusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang
kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pengaturan tugas dan fungsi rumah sakit terkait dengan banyaknya
peryaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
di rumah sakit merupakan salah satu bentuk pengawasan preventif terhadap
rumah sakit.* Untuk itu rumah sakit harus benar-benar berfungsi dengan
baik. Oleh karena itu dari tugas dan fungsi rumah sakit tersebut lahirlah hak
dan kewajiban rumah sakit. Hak merupakan kewenangan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tugas yang dibebankan

atau tugas yang dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan

41 Endang Wahyati Yustina. Jurnal Hukum llmiah: Hak Atas Kesehatan Dalam Program
Jaminan Kesehatan Nasional Dan Coorporate Social Responsibility (CSR). 2015
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sanksi.*?> Kewajiban rumah sakit ini ditegaskan dalam Pasal 29 Undang-

Undang tentang Rumah Sakit, diantara lain:

a. Memberikan  pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu,
antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan
pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;

c. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
atau miskin;

d. Melaksananakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa
uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian
luar biasa atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;

e. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan
kemampuan pelayanannya;

f. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan
kesehatan di rumah sebagai acuan dalam melayani pasien;

g. Melaksanakan sistem rujukan;

h. Menghormati dan melingungi hak-hak psien;

I. Melaksanakan etika rumah sakit;

J.  Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara

regional maupun nasional,

42 Soekidjo Notoadmodjo. Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi), Rineka Cipta.
Jakarta. 2005. HIm. 159.
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k. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital

by law).

Sedangkan hak rumah sakit ditegaska dalam Pasal 30 Undang-Undang

tentang Rumah Sakit, antara lain:

a. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi,
insentif dan penghargaan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;

c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan;

d. Mempromosikan layanan yang ada di rumah sakit sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan;

Rumah sakit dalam melaksanakan haknya tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus

memperhatikan kepentingan pasien pula.

Penyelenggaraan manajemen kesehatan di rumah sakit, terdapat
pengelolaan yang berkaitan dengan tiga hal yang merupakan tanggung jawab
rumah sakit secara umum. Tiga hal tersebut yaitu: pengelolaan rumah sakit
yang berkaitan dengan personalia, pengelolaan rumah sakit yang berkaitan

dengan pelaksanaan tugas, dan pengelolaan yang berkaitan dengan duty of
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care.”®> Oleh karena itu, penyelenggaan kegiatan rumah sakit, terdapat
kegiatan-kegiatan yang menimbulkan tanggung jawab pengelolaan atau
manajemen rumah sakit dan tanggung jawab para tenaga profesional
kesehatan di rumah sakit yang terdiri: tanggung jawab pengelola rumah sakit,

dan tanggung tenaga kesehatan (dokter, perawat).*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang
menimpa seseorang sebagai akibat dar kelalaian tenaga kesehatan di rumah
sakit, sebagaimana ditentukan pada Pasal 46 Undang-Undang No. 44 tahun
2009. Ketentuan Pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk
meminta tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi kelalaian tenaga
kesehatan yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan rumusan Pasal 46
tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal. Pertama, rumah sakit bertanggung
jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di
rumah sakit. Kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab semua kerugian
seseorang, jika ternyata terbukti tidak ada tindakan kelalaian dari tenaga
kesehatan di rumah sakit. Ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab
terhadap tindakan kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian
seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit. dan Keempat, rumah
sakit bertanggung jawab terhadap tindakan kelalain tenaga kesehatan, jika

kelalaian tersebut dilakukan dan terjadi di rumah sakit.

43 Husein Kerlaba, 1993, Segi-Segi Etis dan Yuridis Informed Concent, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, him. 97.
4 Nusye Kl Jayanti, 2009, Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran,
Yogyakarta: Pustaka Yustisia, him. 24.
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C. Tindakan Human Error

1.

Pengertian Human Error

Human error didefinisikan sebagai suatu keputusan atau tindakan
yang mengurangi atau potensial untuk mengurangi efektifitas, keamanan atau
performansi suatu sistem (Mc. Cormick 1993). Menurut Peters, Human Error
adalah suatu penyimpangan dari suatu performansi standart yang telah
ditentukan sebelumnya, yang mengakibatkan adanya penundaan waktu yang
tidak diinginkan, kesulitan, masalah, insiden, kegagalan. Namun pada
penyelidikan lebih lanjut human error dapat dikategorikan juga sebagai
ketidaksesuaian kerja yang bukan hanya akibat dari kesalahan manusia, tetapi
juga karena adanya kesalahan pada perancangan dan prosedur kerja.

Kesalahan yang diakibatkan oleh faktor manusia kemungkinan
disebabkan oleh pekerjaan yang berulang-ulang (repetitive work) dengan
kemungkinan kesalahan sebesar 1% (Iftikar Z. Sutalaksana,1979). Adanya
kesalahan yang terjadi yang disebabkan oleh pekerjaan yang berulang ini
sedapat mungkin harus dicegah atau dikurangi, yang tujuannya untuk
meningkatkan keandalan seseorang dengan menurunnya tingkat kesalahan
yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan perbaikan performansi manusia untuk
mengurangi laju kesalahan. Laju kesalahan (error rate) yang besarnya 1
dalam 100 terjadi dengan kemungkinan 1%. Apabila hal semacam ini terjadi

maka dapat dikatakan bahwa kondisi dalam keadaan baik.*°

45 http://anapriyangga.blogspot.co.id/2010/10/huma-error.html diakses pada tanggal 12

mei 2017
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Klasifikasi Human Error

Pada dasarnya terdapat klasifikasi human error  untuk
mengidentifikasi penyebab kesalahan tersebut. Menurut Iftikar. Z.
Sutalaksana (1979) klasifikasi tersebut secara umumdari penyebab terjadinya

human error adalah sebagai berikut :

a. Sistem Induced Human Error

Dimana mekanisme suatu sistem memungkinkan manusia
melakukan kesalahan, misalnya manajemen yang tidak menerapkan

disiplin secara baik dan ketat.

b. Desain Induced Human Error

Terjadinya kesalahan diakibatkan karena perancangan atau
desain sistem kerja yang kurang baik. Sesuai dengan kaidah Murphy
(Murphys law) menyatakan bahwa bila suatu peralatan dirancang
kurang sesuai dengan pemakai (aspek ergonomis) maka akan terdapat
kemungkinan akan terjadi ketidaksesuaian dalam pemakaian peralatan

tersebut, dan cepat atau lambat akan terjadi.

c. Pure Human Error.

Suatu kesalahan yang terjadi murni berasal dari dalam manusia
itu sendiri, misalnya karena skill, pengalaman, dan psikologis.
Error secara umum  didefinisikan  sebagai  kegagalan  untuk

menampilkan suatu perbuatan yang benar dan diinginkan pada suatu



42

keadaan. Error ini hanya dapat terjadi jika ada perhatian yang benar,
untuk menanggapi kejadian yang diamati sedangkan tindakan akhir
yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hasil akhir dari error berupa kejadian, sehingga

nantinya terdapat suatu peristiwa yang dapat diamati.*®

D. Malpraktik

1.

Pengertian Malpraktik

Pengertian malpraktik secara umum menyebutkan adanya
ketidakcakapan yang tidak dapat diterima yang diukur dengan ukuran yang
terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang
lazimnya dipraktikkan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas
anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan
standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau
kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.
M. Jusuf Hanafiah mendefinisikan malpraktik adalah:*’

“Sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan

tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam

117.

46 http://jozeprayitno.blogspot.co.id/2011/05/1.html diakses pada tanggal 12 mei 2017
4TM. Jusuf Hanafiah, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 2003, him.
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mengobati pasien atau orang terluka menurut ukuran di lingkungan yang
sama.”
Soekidjo Notoatmodjo mendefinisikan malpraktik sebagai berikut:*®

“Malpraktik berasal dari kata ‘mala’ artinya salah atau tidak
semestinya, sedangkan ‘praktik’ adalah proses penangan kasus (pasien) dari
seseorang professional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah
ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan
mealakukan tindakan atau praktik yang salah satu menyimpang dari ketentuan
atau prosedur yang baku. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah
penyimpangan penanganan kasus atau masalah keshatan (termasuk penyakit)
oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita
atu pasien.”

Selanjutnya menurut Munir Fuady, pengertian malpraktik adalah
sebagaiberikut:*°

“Kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat
keterampilandan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau
orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud
kelalaian di sini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa
yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi
sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan

melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan

48Soekidjo Notoatmodijo, Etika dan Hukum Kesehatan, Renika Cipta, Jakarta, 2010,
him.167

4 Munir Fuady, Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, him. 4.
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melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medis (standar
profesi dan standar prosedur operasional).”

Dengan demikian malpraktik itu sebenarnya mempunyai suatu
pengertian yangluas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dalam arti umum: suatu praktek yang buruk, yang tidak memenuhi

standar yangtelah ditentukan oleh profesi.

b. Dalam arti khusus malpraktik dapat diterjemahkan dalam:

1) Menentukan diagnosis, misalnya: diagnosisnya sakit maag,
tetapi ternyatasakit liver.

2) Menjalankan informasi, misalnya: seharusnya yang dioperasi
mata sebelahkanan, tetapi dilakukan pada mata yang kiri.

3) Selama menjalankan perawatan.

4) Sesudah perawatan, tetntu saja dalam batas waktu yang telah
ditentukan.

Hubungan antara tenaga kesehatan (terutama dokter) dengan pasien
yang lahir dari transaksi terapeutik, selain menyangkut aspek hukum perdata
juga menyangkut aspek hukum pidana. Aspek pidana baru timbul apabila dari
pelayanan kesehatan yang dilakukan sebab dalam perjanjian terapeutik yang
harus dipenuhi adalah upaya penyembuhan dengan kesungguhan. Dengan
demikian apabila pasien atau keluarganya mengajukan gugatan berdasarkan
wanprestasi, pasien harusmembuktikan bahwa pelayanan kesehatan yang

diterimanya tidak sesuai dengankesepakatan yang dituangkan dalam informed
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consent atau tenaga kesehatan menggunakan obat secara keliru atau tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

Jenis-Jenis Malpraktik

Malpraktik dapat diartikan sebagai praktik yang buruk yang dilakukan
oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain (apoteker, bidan, perawat, ahli
terapi dantenaga kesehatan lainnya) yang dilakukan baik karena kesengajaan
maupun kealpaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien, yang
menyebabkan tenaga medis yang melakukan malpraktik tersebut harus
bertanggung jawab baik secara pidana, perdata maupun administrasi.

Adami chazawi membedakan malpraktik menjadi dua bentuk yaitu,
malpraktiketik dan malpraktik yuridis, ditinjau dari segi etik profesi dan segi
hukum. Setiap malpraktik yuridis sudah pasti malpraktik etik, tetapi tidak
semua malpraktik etik merupakan malpraktik yuridis. Berikut ini akan
dijelaskan mengenai malpraktik etik dan malpraktik yuridis :°

a. Malpraktik Etik
Malpraktik etik adalah perawat melakukan tindakan yang
bertentangan dengan etika perawat. Etika perawat merupakan
seperangkat standaretis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk
perawat.

b. Malpraktik Yuridis

S0Adami Chazawi, Malpraktik Kedokteran, Bayumedia, Malang, 2007, him.14
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Malpraktik yuridis dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu
malpraktik pidana, perdata, dan administrasi. Ketiga bentuk
malpraktik yuridis tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Malpraktik Perdata
Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang

menyebabkan tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) di

dalam transaksi terapi oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau

terjadi perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan
kerugian kepada pasien. Adapun isi dari tidak dipenuhinya
perjanjian tersebut dapat berupa:

a) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib
dilakukan.

b) Melakukan apa yang menurut Kkesepakatan  wajib
dilakukan,tetapi terlambat melaksanakannya.

c) Melakukan apa yang menurut Kkesepakatannya wajib
dilakukan, tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan
hasilnya.

d) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya dilakukan.

2) Malpraktik Pidana
Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia
atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya

kurang hati-hati, atau kurang cermat dalam melakukan upaya
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penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat

tersebut, misalnya sebagai berikut:

a) Malpraktik pidana karena kesenjangan  (intensional),

b)

sepertikasus-kasus  melakukan aborsi  tanpa indikasi
medis,euthanasia, tidak melakukan pertolongan pada kasus
gawat diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa
menolong,serta memberikan surat keterangan dokter kepada
perawat yang tidak benar.

Malpraktik pidana karena kecerobohan (recklessness),misalnya
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi
serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan
medis.

Malpraktik pidana karena kealpaan (negligence), misalnya
terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan
dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya

alat operasi di dalam rongga tubuh pasien.

Malpraktik Administrasi

Malpraktek administrasi adalah apabila tenaga kesehatan

telah melanggar hukum administrasi. Pelanggaran tehadap hukum

administrasi tersebut antara lain seperti dokter tidak mempunyai

Surat lIzin Kerja, Surat lzin Praktek, atau melanggar batas

kewenangan tenaga keperawatan.
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Apabila tenaga perawatan didakwa telah melakukan kesalahan
profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa
saja yang tidak memahami profesi kesehatan dalam
membuktikan ada dan tidaknya kesalahan. Dalam hal tenaga
perawatan didakwa telah melakukan ciminal malpractice, harus
dibuktikan apakah perbuatan tenaga perawatan tersebut telah
memenuhi unsur tidak pidananya.

Apakah perbuatan (positif act atau negatif act) merupakan
perbuatanyang tercela. Apakah perbuatan tersebut dilakukan
dengan sikap batin (mens rea) yang salah (sengaja, ceroboh
atau adanya kealpaan).

Penyimpangan dari kewajiban (dereliction of duty), yaitu jika
seorang perawat melakukan asuhan keperawatan menyimpang
dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang
seharusnya dilakukan menurut standar profesinya, maka
perawat tersebut dapat dipersalahkan.

Untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal
(langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage)
yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau
tindakan sela diantaranya, dan hal ini haruslah dibuktikan
dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar
menyalahkan perawat.Seorang tenaga kesehatan yang tidak

melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional dan
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standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan
kesalahan atau kelalaian, yang selain dapat dituntut secara
hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata
dalam hal pasien menderita  kerugian.Penuntutan
pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien
menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan
gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita

kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil.

Malpraktik Medik

Menurut Ari Yunanto,Cs®, menyebutkan istilah malpraktik dengan
malapraktik yang diartikan dengan : “praktik kedokteran yang salah, tidak
tepat,menyalahi undang-undang atau kode etik.” Istilah ini umumnya
digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan.
Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukannya pada
ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar oleh teman sejawat
rata-rata dari profesinya didalam masyarakat, hingga mengakibatkan luka,
kehilangan, atau kerugian pada penerima layanan yang mempercayai mereka,
termasuk didalamnya adalah sikap tindak profesi yang salah,kurang
keterampilan yang tidak wajar, menyalahi kewjiban profesi atau hukum,

praktik yang sangat buruk,ilegal,atau sikap tindak amoral.

SLAri Yunanto,Cs.,Hukum Pidana Malpraktik Medik”.ANDI.Y ogyakarta,2009.hlm.27
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Henry Campell black memberikan definisi malpraktik sebagai berikut
Malpractice is professional person such a physician, dentist, vetenarian,
malpractice may be the result of skill or fidelity in the performance of
professional duties, intentionally wrong doing or illegal or unethical practice
(malpraktik adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter,
dokter gigi, dokter hewan. Malpraktik adalah akibat dari sikap tidak peduli,
kelalaian atau kurang keterampilan, kurang hati — hati dalam melaksanakan
tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau
pelanggaran etika).>

J. Guwandi menyebutkan bahwa malpraktik adalah istilah yang
mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan.5® Praktik buruk
dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum seperti dokter,
ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, dan sebagainya. Apabila
ditujukan kepada profesi medik maka akan disebut malpraktik medik.

Malpraktek adalah praktek kedokteran yang salah atau tidak sesuai
dengan standar profesi atau standar prosedur operasional. Untuk malpraktek
dokter dapat dikenai hukum kriminal dan hukum sipil. Malpraktek
kedokteran kini terdiri dari 4 hal :

a. Tanggung jawab kriminal;

b. Malpraktik secara etik;

c. Tanggung jawab sipil, dan;

d. Tanggung jawab publik

%2|bid. Hal 28
53Ibid. Hal 29
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Malpraktek secara Umum, seperti disebutkan di atas, teori tentang
kelalaian melibatkan lima elemen :

a. Tugas yang mestinya dikerjakan;

b. Tugas yang dilalaikan;

c. Kerugian yang ditimbulkan;

d. Penyebabnya, dan;

e. Antisipasi yang dilakukan.

E. Pasien

1.

Pengertian Pasien

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan
medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari
bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa Latin yaitu patiens yang
memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya "menderita".>
orang Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah
sakit (yg dirawat dokter), penderita (sakit).® Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
menyebutkan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau

54 https://id. wikipedia.org/wiki/Pasien diakses pada tanggal 30 mei 2017

%5 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php diakses pada tanggal 30 mei 2017
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dokter gigi.>® a. setiap orang; Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa pasien vyaitu: b. menerima/memperoleh pelayanan
kesehatan; c. secara langsung maupun tidak langsung; dan d. dari tenaga
kesehatan.
2. Hak pasien

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau
badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu,
sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, menurut Joko
Wiyono (2000), hak pasien yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap manusia
sebagai pasien.>” Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan
diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung
jawab seperti penelantaran, pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan
dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya,
dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktek profesi
yang mengancam keselamatan atau kesehatan.®

Hak pasien sebenarnya merupakan hak yang asasi yang bersumber
darihak dasar individu dalam bidang kesehatan, (the right of self
determination), meskipun sebenarnya sama fundamentalnya, namun hak atas
pelayanan kesehataan sering dianggap lebih mendasar, dalam hubungan
dokter—pasien,secara relatif pasien berada dalam posisi yang lemah, kekurang

mampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan

% Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran.

57 Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan,(Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2011),
hal. 43

%8 Ibid., Susatyo Herlambang, hal. 44
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kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempermasalahkan hak-
hak pasien dalam menghadapi para professional kesehatan.>®

Sebagaimana dijelaskan dimuka, maka hak pasien berasal dari hak
atas dirinya sendiri, dengan demikian pasien adalah subjek hukum mandiri
yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri.®
dahulu, hubungan dokter dengan pasiennya lebih banyak bersifat
paternalistik, pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu
yang dikatakan dokter tanpa dapatbertanya apapun. Dengan kata lain, semua
keputusan sepenuhnya berada ditangan dokter, dengan semakin
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola
hubungan demikian ini juga mengalami perubahan yang sangat berarti. Pada
saat ini secara hukum, dokter adalah partner dari pasien yang sama
kedudukannya, pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, seperti halnya
dokter,walaupun seseorang dalam keadaansakit tapi kedudukan hukumnya
tetap sama dengan orang yang sehat, samasekali keliru jika menganggap
seorang yangsakit selalu tidak boleh mengambil keputusan,karena sebenarnya
pasien adalah subyek hukum yang mandiri dan dapat mengambil keputusan
untuk kepentingannya sendiri.5!

Dengan diamandemennya tiga pasal dalam UUD 1945, tujuan negara

semakin jelas, yaitu secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian

%9 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Jakarta : CV Sagung Seto,
2010), hal. 51

80 Sperjono soekanto, Segi-Segi Hukum Hak Dan Kewajiban Pasien dalam Krangka
Hukum Kesehatan, (Jakarta : CV Mandar Maju, 1990), Hal. 27

61 Chrisdiono, Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter, (Jakarta
: CV Widya Medika, 2005), hal. 1
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dari kesejahteraan rakyat yang harus tersedia merata, dengan kata lain, prinsip
ekuitas telah ditancapkan dalam UUD 1945 sehingga daerah- daerah
seharusnya tidak bisa lagi menghindar dari memberi porsi yang lebih besar
untuk pendanaan sektor kesehatan. Namun demikian, visi ekuitas yang
mengarah pada cakupan universal jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk
harus bisa dijabarkan dengan cara yang mudah dipahami, dapat dibiayai oleh
sistem dan dapat diterima oleh masyarakat.®?

Meskipun sampai saat ini masih sulit untuk merumuskan hak-hak
pasien secara terperinci, tetapi beberapa hak telah diakui dan dihormati dalam
hubungan professional dokter pasien, hak-hak tersebut antara lain:

a. Hak atas informasi medik
Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan
dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindak medik yang
akan dilakukan, resiko dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindak
medik tersebut. Informasi medik yang berhak diketahui oleh pasien,
termasuk pula dengan identitas dokter yang merawat serta aturan-aturan
yang berlaku di rumah sakit tempat pasien dirawat (misalnya tentang tarif
dan cara pembayaran pada rumah sakit tersebut). Dokter dapat menahan
informasi, apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien.

b. Hak memberikan persetujuan medik
Persetujuan tindak medik (informed consent) merupakan hal yang sangat

prinsip dalam profesi kedokteran, bila ditinjau dari sudut hukum perdata

62 Hasbullah Thabrany, Pendanaan Kesehatan dan Alternative Mobilisasi Dana Kesehatan
di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Gravindo Persada, 2005), hal, 13



55

maupun pidana, dari sudut perdata, hubungan professional dokter dengan
pasien merupakan suatu kontrak trapeutikdan demikian hukum perikatan
berlaku sepenuhnya, hanya saja perlu diingat bahwa kontrak trapeutik itu
bukanlah perikatan berdasarkan hasil (resultaatsverbitennis),melainkann
termasuk dalam kategori perikatan berdasarkan upaya/usaha yang
maksimal (inspanningsverbitennis), dapat disebut wanprestasi (ingkar
janji) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan, terlambat
melaksanakan atau salah melaksanakan hal yang diperjanjikan.
Hak untuk memilih dokter atau rumah Sakit
Walaupun pada dasarnya setiap dokter dianggap memiliki kemampuan
yang sama untuk melakukan tindak medik dalam bidangnya, namun
pasien tetap berhak memilih dokter atau Rumah Sakityang
dikehendakinya, hak ini dapat dilaksanakan oleh pasien tentu saja dengan
pelbagai konsekuensi yang harus ditanggungnya, misalnya masalah
biaya.
Hak atas rahasia medik.
Rumusan rahasia medik seperti yang tercantum dalam beberapa literartur,
adalah:

1) Segala sesuatu yang disampaikan oleeh pasien (secara sadar atau

tidak sadar) kepada dokter.
2) Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan
merawat pasien. Etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini

harus dihormati oleh dokter, bahkan setelah pasien meninggal.
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Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindak medik.
Beberapa penulis menyebut hak ini sebagai hak untuk memutuskan
hubungan antara dokter-pasien, dan hal ini memberikan keluasaan
kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak medik yang lain. Hak
ini merupakan perwujudan pasien untuk menentukan nasibnya sendiri
(the ringht of self-determination), dengan demikian dokter atau Rumah
Sakit tidak boleh memaksa pasien untuk menerima suatu tindak medik
tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan risiko atau kemungkinan
yang terjadi bilatindak medik itu tidak dilakukan, bila setelah menerima
penjelasan pasien tetap menolak, maka pasien harus menandatangani
penolakannya itu, dalam kategori ini, dapat dimasukkan hak pasien untuk
menghentikan perawatan atau pengobatan atas dirinya, meskipun tidak
juga dapat diterapkan secara kaku (misalnya tidak ada lagi uang untuk
membiayai pengobatan tersebut).

Hak atas second opinion

Dalam usaha untuk mendapatkan “second opinion” dari dokter lain,
maka dokter pertama tidak boleh tersinggung, demikian pula dengan
keputusan pasien setelah mendapatkan second opinion, tentu saja akibat
yang timbul dari perbuatan pasien itu merupakan konsekuensi pasien itu
sendiri.

Hak untuk mengetahui isi rekam medik

Secara umum telah diketahui bahwa pasien adalah pemilik isi rekam

medik, tetapi dokter atau rumah sakit merupakan pemilik berkas rekam
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medik serta bertanggung jawab penuh atas rekam medik tersebut, apabila
pasien menghendaki keluarga atau pengacaranya untuk mengetahui
rekam medik tersebut, maka pasien harus membuat ijin tertulis atau surat
kuasa untuk itu, berdasarkan ijin itu, dokter atau rumah sakit dapat
memberikan ringkasan atau fotocopy rekam medik tersebut, meskipun
dokter atau rumah sakit harus tetap menjaga rekam medik tersebut dari
orang yang tidak berhak.%?

Hak pasien yang lainnya adalah hak untuk didengar dan
mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagai
mana mestinya, masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan
keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan Rumah

Sakit dalam pelayanannya®

hal. 44

83 Chrisdiono.Op Cit. hal. 4- 7
64 Susatyo herlambang, Etika Profesi Kesehatan,(Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2011),



